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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
9 Tahun 2006 tentang Desa, telah dibentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian Desa
dari Hasil Pendapatan Daerah;

b. bahwa ...



Mengingat
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b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, untuk PBB sektor
perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah menjadi
kewenangan dan dipungut oleh Pemerintah
Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bagian
Desa Dari Hasil Pendapatan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang ...
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun

2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4115);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan ...
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Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22
Tahun 2008 tentang Bagian Desa dari Hasil
Pendapatan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 37);

Dengan ...



Menetapkan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG
BAGIAN DESA DARI HASIL PENDAPATAN
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2008
tentang Bagian Desa Dari Hasil Pendapatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan :

1. Daerah ...
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1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah.

. Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi
kewenangan dan dipungut oleh pemerintah
daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Retribusi Daerah adalah retribusi yang
menjadi kewenangan dan dipungut oleh
pemerintah  daerah  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Dana Perimbangan adalah dana yang
diperoleh pemerintah daerah dari
penerimaan negara untuk membiayai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, yang terdiri dari bagi hasil PBB
dari sektor perkebunan, sektor perhutanan
dan sektor pertambangan, Penerimaan
Sumberdaya Alam, serta Pajak Penghasilan
Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 serta Dana Alokasi
Umum.

8. Alokasi ...
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8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut
(ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh
pemerintah daerah untuk desa yang
bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pendapatan Daerah dari bagi hasil PBB sektor
perkebunan, sektor perhutanan dan
sektor pertambangan dibagi 10 % (sepuluh
persen) untuk desa.

3. Pasal 8 dihapus.
4. Pasal 9 dihapus.

Pasal I1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan ...



Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI BOGOR,
ttd
RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR
ttd
NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd

E. RUPALI



